
 

 
 

 

 

 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI 

 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR     : 168 /Kep. Bup/BKPSDM/2024 

 

TENTANG 
 

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN  

DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER MAHIR KE DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER AHLI PERTAMA 

AN. DIAN DWI RESTU,S.Farm.A.Pt NIP. 19740626 200904 2 001 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

                              
Menimbang :  a.  bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudari Dian 

Dwi Restu, S.Farm. A.Pt NIP. 19740626 200904 2 001 Jabatan 

Fungsional Apoteker Mahir Puskesmas Sukarejo Kecamatan Betara 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pangkat/Golongan Ruang Penata 

Muda Tk.I, III/b telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk 
diangkat dalam Jabatan Fungsional Apoteker Ahli Pertama melalui 

perpindahan dari jabatan lain; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Melalui 
Perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Mahir ke dalam 

Jabatan Fungsional Apoteker Ahli Pertama an. Dian Dwi Restu, 
S.Farm.A.Pt NIP. 19740626 200904 2 001; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 

sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 
 

2.  Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 81, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia 

Nomor 3969); 
 

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
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4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

 

6.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 
 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402);  
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
 

9.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan 

Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata 

Laboratorium Kesehatan, Epidemolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, 
Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, 

Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, 
dan Teknisi Elektromedis; 

 

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 486); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Tesknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 
13.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 
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14.  Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494); 
 

15.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2021 Nomor 5). 
 

Memperhatikan : Sertifikat Kompetensi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 231515078537P157755 tanggal 04 Agustus 2023 an. Dian Dwi 

Restu, S.Farm, A.Pt NIP. 19740626 200904 2 001. 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : 
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 

ke dalam jabatan sebagaimana lajur 7 dengan angka kredit 
sebagaimana lajur 8 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional 

sebagaimana lajur 9 sebagai berikut : 
 

No. 1. 1 

Nama 2. DIAN DWI RESTU, S.Farm.A.Pt 

NIP 3. 19740626 200904 2 001 

Tempat/Tgl Lahir 4. Kuala Tungkal, 26-06-1974 

Pangkat/Gol. Ruang 5. Penata Muda Tk.I, III/b 

Jabatan Lama 6. 
Asisten Apoteker Mahir Puskesmas 
Sukarejo Kecamatan Betara Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat 

Jabatan Baru 7. 
Apoteker Ahli Pertama Puskesmas 
Sukarejo Kecamatan Betara Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat 

Angka Kredit 8. 196,846 

Tunjangan Jabatan 9. Rp. 325.000.- 

Keterangan 10. Pengangkatan 

 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan. 
   

KETIGA    : Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan 

untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                     

Ditetapkan di   Kuala Tungkal 
pada tanggal, 25 Maret 2024                         

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
                        ttd 

 
              ANWAR SADAT 

 


